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A. Pendekatan dan Teori Pembuatan Keputusan

Pembuatan  keputusan  (decision-making) berada diantara
perumusan kebijakan dan Implementasi, akan tetapi kedua hal tersebut
saling terkait satu sama lain. Keputusan memengaruhi Implementasi dan
Implementasi tahap awal akan memengaruhi tahap pembuatan keputusan
selanjutnya yang pada gilirannya, akan memengaruhi Implementasi
berikutnya. Karena, pembuatan keputusabukan proses pasif.Keputusan
merupakan sebuah proses sertapetunjuk arah atau dorongan awal atau
percobaan awal, yang nantinya akan mengalami revisi dan diberi
spesifikasi.'Analisis kebijakan berkaitan dengan perkataan Lasswell
diringkaskan sebagai “siapa yang mendapatkan sesuatu, kapan, (dan)
bagaimana ia mendapatkannya.” Analisis pembuatan keputusan adalah
semacam penjelasan yang bertujuan untuk menerangkan atau
mendeskripsikan bagaimana satu keputusan atau serangkaian keputusan
dibuat. Bentuk lain dari tujuan analisis keputusan adalah,
mengetahuitentang cara keputusan itu diambil atau bagaimana keputusan

itu seharusnya dibuat.

'Wayne Parsons, Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisi Kebijakan (Jakarta:
Fajar Interpratama Offset, 2008), 247
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1. Pendekatan Kekuasaan untuk Pembuatan Keputusan

Model adalah suatu konsepsi intelektual yang baik, yang
dipergunakan untuk menggambarkan situasi sosial atau fisik.Situasi
tadi mungkin nyata atau mungkin juga hipotesa. Dengan demikian,
suatu model merupakan suatu sita-sita yang ingin dicapai atau suatu
pola yang akan diikuti. Model tersebut, kita anggap sebagi konsepsi
intelektual yang sederhana, atau kerangka yang bersifat kaku, yang
dapat membantu kita di dalammengatur alur-alur utama pemikiran
kita di dalam memberi arah penyelidikan.?

Model kekuasaan (power) memandang pembuatan keputusan
sebagai sesuatu yang dibentuk dan ditentukan oleh struktur
kekuasaan: kelas, orang kaya, tatanan birokratis, dan tatanan politik,
kelompok penekan, dan kalangan profesional atau ahli pengetahuan
teknis.

2. Model Elitis

Model proses kebijakan elitis berpendapat bahwa kekuasaan
terkonsentrasi ditangan segelintir orang atau kelompok. Menurut
model ini pembuatan keputusan adalah proses yang dilaksanakan
demi keuntungan elite-elite tersebut. Sebagai sebuah model
pembuatan keputusan, tujuan elitisme didasarkan pada analisis

terhadap cara dunia rill berjalan. Dikatakan bahwa dalam dunia ril

*Tohir Effendi, Teori Politik Modern (Jakarta; CV. Rajawali, 1992), 362
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ada pihak-pihak yang berada di atas yang memegang kekuasaan dan
ada “massa” yang tak memegang kekuasaan. Model ini berasal dari
ilmu sosial modern, yakni berakar pada dua karya ahli teori Italia:
Mosca dan Pareto. Mereka berpendapat, bahwa sejarah menunjukkan
bahwa elitisme adalah sesuatu yang takbisa dihindari: masyarakat
tanpa kelas adalah mitos dan Demokrasi tak lebih dari sekedar pura-
pura. Mosca kemudian memodivikasi pandangan ini dengan
mengatakan bahwa Demokrasi dapat dilihat sebagai sebentuk poltik
dimana elite-elite bersaing untuk mendapatkan suara dari penduduk
guna mengamankan legitimasi kekuasaan elite. lde Mosca dan
Pareto menjadi basis untuk merumuskan pendekatan elitis
selanjutnya. Robert Michels (1915) mengembangkan pendekatan
dalam studi partai politik dimana dia mengemukakan bahwa ada
“hukum besi oligarki” yang berlaku di dalam organisasi. Di
sepanjang waktu, elite-elite organisasi menciptakan kepentingan dan
tujuan sendiri yang berbeda dengan kepentingan dan tujuan anggota
organisasi. Weber juga memfokuskan pada konteks organisasional
atau birokratis dari kekuasaan dengan menunjukkan bagaimana
“rasionalisasi” dalam masyarakat kapitalis menghasilkan formasi
birokrasi yang pasti akan menggantikan bentuk-bentuk oraganisasi

lainnya dan, karena tidak adanya akuntabilitas parlementer yang
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kuat, akan memunculkan ancaman bagi pengambilan keputusan
Demokratis oleh politisi terpilih.®

a) Elit lokal dalam kehidupan politik

Dalam konteks elite, ada beberapa pandangan dalam melihat
elite,  yakni  pandangan  psikologis,  organisasi,  dan
kekuasaan.Pandangan psikologis terhadap elite dikemukakan oleh
Vilfredo Pareto (1848-1923). Menurut Pareto, setiap masyarakat
diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas
yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial
politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan
selalu merupakan aktor yang terbaik, dan merekalah yang disebut

elite.*

Elite merupakan orang yang berhasil dan mampu menduduki
jabatan tinggi dalam masyarakat.Mereka terdiri atas para
pengacara, ilmuwan tokoh agama, mekanik atau bahkan mafia yang
umumnya dikenal pandai dan kaya.Elite dilihat dari sudut pandang
organisasi dikemukakan oleh Mosca dan Michels.Menurut Gaetano

Mosca (1858- 1941), orang hanya dikelompokkan ke dalam dua

*lbid., 251.

* Abdul Chalik, “Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan
Kepala Daerah Jawa Timur”, Journal Etika Lokal yang Berbasis Pesantren, VVol. 23 No.
2 (Desember, 2015), 369
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kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting”

dan mereka yang tidak memilikinya.

Gaetano Mosca menggambarkan masyarakat sebagai berikut:
In all societies, two class of people, a class that rules and that class
is ruled. The first class always the less numerous, performs and
political functions, monopolizes po- wer and enjoy the advantages
that power brings, whereas the second, the more numerous class, is
directed and controlled by the first, in manner that is now more or
less legal, now more or less arbitrary and violent, and supplies the
first.  Artinya, dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas
penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang
dikuasai.Kelas pertama, yang jumlahnya selalu lebih kecil,
menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan
menikati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu.Sedangkan
kelas kedua yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan

dikendalikan oleh kelas pertama.

Kaum elite menurut Putnam digambarkan sebagai berikut:
pertama, secara eksternal, elite bersifat homogen, bersatu dan
memiliki kesadaran kelompok. Elite bukan merupakan kumpulan
individu saling terpisah-pisah, tetapi individu yang ada dalam
kelompok elite saling mengenal dengan baik, memiliki latar

belakang yang mirip, dan (kadang memiliki pandangan yang
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berbeda), memiliki nilai-nilai kesetiaan dan kepen- tingan yang
sama. Kedua, kaum elite mengatursendiri kelangsungan hidupnya
(self perpetuating) dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan
masyarakat yang sangat terbatas.Pemimpin selalu memilih sendiri
dari kalangan istimewa yang hanya terdiri atas beberapa orang.
Ketiga, kaum elite pada hakikatnya bersifat otonom, kebal gugatan
dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai ke- putusan yang
dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut

kepentingan atau tindakan kelompoknya.®

Di antara beberapa kelompok elite ada yang disebut dengan
elite politik. Mereka adalah sekelompok orang atau individu yang
memiliki banyak kekuasaan politik dibandingkan dengan yang lain.
Yang dimaksud kekuasaan adalah kekuasaan sebagai kemampuan
untuk mempengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai
kemampuan untuk mempengaruhi perbuatan keputusan kolektif.
Putnam mengartikan kekuasaan sebagai probabilitas untuk
mempengaruhi  kebijaksanaan dan kegiatan negara, atau
probabilitas untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai secara

otoritatif.

Elite politik yang cukup dominan adalah mereka berlatar

belakang tokoh agama, atau elite politik yang berbasis agama dan

*lbid,. 370
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pesantren. Di Jawa Timur, elite politik yang berbasis agama dan
pesantren dikenal dengan sebutan “’santri”, “kiai”, atau keluarga
kiai yang dikenal dengan sebutan "Gus” (istilah yang melekat pada
kiai Jawa), atau ”Lora” (isti- lah yang melekat pada kiai Madura),
atau juga “Bhindharah” (istilah yang melekat pada kiai
Pendalungan/Jawa Timur bagian Timur dan Selatan). Ketiganya
adalah sama, yakni anak dan keturunan Kkiai, terutama, yang
memiliki pesantren. Tetapi, sebutan tersebut sangat populer bagi

anak dan keturunan kiai yang memiliki pesantren.®

3. Model organisasi: pasar, hierarki, dan jaringan
Salah satu model pengambilan Keputusan yang dikemukakan
oleh Graham Allison adalah model pengambilan keputusan
organisasi, di mana dalam model ogranisasi ini terdapat tiga
rangkaian yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.
Pertama actor pemegang keputusan, dalam hal ini actor yang
menentukan suatu keputusan, memilih opsi, mengetahui kosekuensi,
dan memahami pilihan yang dipilih. Kedua proses organisasional,
organisasi yang menjadi bagian dari pemerintahan nasional, dan
bagaimana organisasi itu memahami dan menghadapi persoalan.
Ketiga politik birokrasi, pemerintahan nasional yang terdiri dari para

actor politik yang memiliki tujuan, kepentingan, dan pandangan

*Wayne Parsons, Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisi Kebijakan (Jakarta:
Fajar Interpratama Offset, 2008), 247
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terhadap pengambilan keputusan yang dibingkai dalam kerangka
relasi kekuasaan.

Kerangka yang kerap dipakai adalah memandang organisasi dari
sudut pandang tiga model: pasar, hierarki atau birokrasi, dan jaringan
(network) atau komunitas. Ketiganya mendefinisikan tiga
pendekatan berbeda untuk studi “koodinasi sosial”. Model ini
berpendapat bahwa prinsip utama dari masing-masing model adalah:

a.  Intensif dan harga untuk model “pasar”
b. Aturan, otoritas, dan hierarki untuk model “birokrasi”

Cc. Norma, nilai, afiliasi, dan jaringan untuk model “komunitas”
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Model organisasi ini menggambarkan suatu kerangka pemikiran

seperti berikut:’

Birokrasi

Organisasi uniter

Keseragaman norma dan nilai
Ketaatan sempurna

Informasi lengkap

Waktu untuk mempertimbangkan

/

MODEL
ORGANISASI

/

Komutas

e Keyakinan dan nilai bersama

e Relasi langsung yang
mengandung banyak segi
Resiprositas (timbale balik)

e Ancaman pembalasan self-
help

e Penggunaan gossip, sanksi
supranatural, dan  sanksi
dengan mempermalukan

Pasar

Banyak pembeli dan penjual

Mereka tahu apa yang mereka inginkan

Mereka mampu membayarnya

Mereka bisa bertindak independen
Mereka bebas untuk keluar masuk

Informasi tersedia bebas

Tak ada biaya untuk membuat kesepakatan

dan menjaga perjanjian

"Wayne Parsons, Public Policy pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebiajkan,
(Jakarta, Prenada Media Group, 2008), 65
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4. Teori Pembangunan Desa

Rostow (1971) menyatakan, bahwa pengertian pembangunan
tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga
lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam
perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan
masyaralat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas,
gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran.
Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong
oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini

telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.

Menurut Hanafiah (1892), pengertian pembangunan mengalami
perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun
1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada
kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah
pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar
masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan
pendapatan nasional pertahun meningkat. Dengan kata lain, ada
tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan

secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat
luas bukan hanya sekadar bagaimana menaikkan pendapatan
nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan

kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah
pembangunan pedesaan. Menurut haeruman ( 1997 ), ada dua sisi

pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:®

a. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah
yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan
masyarakat Desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan
campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan
berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

b. Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan pedesaan
sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh
masyarakt Desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat
pemabangunan pedesaan.

c.  Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang
berlangsung diDesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan
dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomer : 72 tahun 2005 Tentang Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan
pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh

pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut

®Fauzi Kurniawan, “Beberapa Teori Tentang Pembangunan”,http://beberapa-teori-
tentang-pembangunan-dan.html post 29-03 -2016

35



ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan

Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa. Tujuan

perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1) Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.

2) Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan
pembangunan daerah.

3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan Desa merupakan suatu
pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih
dalam perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan di Desa
yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan

masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

a) Kebijakan Publik Dalam Pembangunan

Kebijakan (policy) umunya digunakan untuk memilih dan
menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan,
baik dalam kehidupan organisasi kepemerintahan maupun

privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang
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dicakup dalam kata politis (political), yang sering diyakini
mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.
Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku
yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya
maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun
kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan
yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-
keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan

pejabat pemerintah.’

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7)
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan
yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka
mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa
ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan
tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan,
karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang
sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam
beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solichin Abdul Wahab

mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi

°Endang Soetari, Kebijakan Publik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 14
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silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli.

Maka, untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul

Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai

berikut:

1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan,

2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan
dari administrasi,

3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan,

4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya
tindakan,

5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan
dicapai,

6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik
eksplisit maupun implisit,

7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung
sepanjang waktu,

8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar
organisasi dan yang bersifat intra organisasi,

9) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran
kunci lembaga-lembaga pemerintah,

10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara

subyektif.
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Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor.Hal
penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi
adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan
umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan

adalah (Suharno: 2010: 52-53) :

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan
dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan
dari luar.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama
Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh
Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan
investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan
terkadang amat birikratik, cenderung akan diikuti kebiasaan
itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan
yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai
suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut
sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih
kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang
memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para

pembuat kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat
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pribadinya.Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan
besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan
juga berperan besar.
e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu
Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan
dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu
berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Misalnya,orang
mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya
kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.*®
Melihat fungsi dari filsafat kebijakan, partisipasi
masyarakat wajib dalam penyususnan kebijakan di sebuah
negara demokrasi. Dalam konteks otonomi daerah pun,
partisipasi masyarakat dijamin melalui Undang-Undang No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 45 disebutkan
bahwa anggota DPRD mempunyai kewenangan menyerap,
menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat. pasal 139 menegaskan bahwa masyarakat berhak
memeberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka

penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.

“Dipo Lukmanul Akbar, “peran pemerintahan desa dalam penyusunan apbdes
perspektif undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi di desa kedungkelor
kecamatan warureja kabupaten tegal)” (Skripsi diterbitkan, fakultas hukum universitas
negeri semarang 2015), 22-25
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Dijaminyan kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi dan
berpartisipasi dalam menyusun seperti kebijakan publik di
Daerah, agar kebijakan publik memenuhi rasa keadilan dan tidak
menimbulkan kontroversi masyarakat. oleh karena itu,
perumusan kebijakan publik dimulai dari dan oleh rakyat, serta

untuk rakyat, terutama di sebuah negara demokrasi.™*

5. Teori Demokrasi di Tingkat Lokal
Inti terdalam dari demokrasi adalah kepercayaan mendasar dari
segenap warga masyarakat kepada pihak lain (dalam hal ini pemerintah)
untuk mengatur semua urusan dan hajat hidup mereka. Kepercayaan
mendasar — yang populer disebut “social capital” ini hanya bisa
ditumbuhkan dari bawah, yakni dari tingkat lokal. Sebuah kultur
demokrasi lokal yang bersemangat, masyarakat madani yang semarak,
dan pemerintah lokal yang inklusif merupakan modal dasar bagi

terwujudnya demokrasi yang lestari.
Ada beberapa konsep kunci yang menentukan pemahaman Kita
perihal pemerintahan lokal, antara lain: warga dan masyarakat,

pemerintahan otonom, musyawarah, dan kegiatan masyarakat.*2

“Endang Soetari, Kebijakan Publik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 15

> Timothy D. Sisk, Demokrasi di Tingkat Local: Buku Panduan International IDEA
Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan, terj.
Arif Subiyanto (Jakarta: AMEEPRO, 2002), 14-15
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Hal terpenting yang memaknai terselenggaranya pemerintahan
lokal yang demokratis adalah konsep pemerintahan yang otonom (self-
government) serta  pemerintahan yang paling  menyentuh
masyarakat.Gagasan terpentingnya adalah penduduk suatu wilayah
harus mendapatkan hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan
menyangkut isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka
dan yang untuk itu mereka mampu mengambil keputusan.Urusan-
urusan seperti pertahanan nasional, politik luar negeri, dan keamanan
secara langsung memang berpengaruh terhadap kehidupan
mereka.Namun,soal-soal seperti itu jelas terlalu berat untuk ditangani
pemerintah setingkat kotapraja, sehingga mau tidak mau hal itu menjadi
beban tanggung jawab pemerintah pusat. Ada dua cara untuk
memahami demokrasi lokal, yakni: di dalam lembaga-lembaga
pemerintahan lokal seperti walikota, dewan kota atau DPRD, Komite-
komite, dan pelayanan administratif; di dalam pengorganisasian dan
aktivitas masyarakat (civil society).

Idealnya, para pejabat lokal dan gerakan-gerakan masyarakat
madani bekerja sama dalam hubungan yang saling memperkuat dan
mendukung untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, serta
mencari solusi yang inovatif. Pemerintah hanya satu bagian saja dari
gambaran utuhnya, meski berkedudukan penting.Gagasan mengenai

kegiatan masyarakat-berupa organisasi kemasyarakatan, pelbagai
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asosiasi, kegiatan usaha, panitia-panitia di kampung, dan semacamnya -
juga menempati kedudukan penting di dalam konsep pemerintahan
lokal.

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerinthan yang
demokratis di bawah rule of low ialah:

a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain
menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara
prosedural untuk memperoleh perlindungan ats hak-hak yang
dijamin.

b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

c. Pemilihan umum yang bebas

d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat

e. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi

f. Pendidikan kewarganegaraan.*®

a) Konsep-Konsep Demokrasi Lokal
1. Kewarganegaraan dan masyarakat.
Peran serta masyarakat lokal sesungguhnya adalah fondasi
utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan,
sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala

proses pengambilan keputusannya memungkinkan

“Miriam budiardjo, dasar-dasar ilmu politik (jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2008),
116
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terwujudnya praktik demokrasi yang lebih langsung, yang di
dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah.
Musyawarah.

Demokrasi bukanlah semata berarti pemilu. Di dalamnya
terkandung unsur-unsur penting seperti dialog, debat, dan
diskusi yang bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi
bagi segala masalah yang timbul di dalam masyarakat.
Perundingan atau musyawarah juga bukan sekadar mendengar
dan menampung keluhan warga. Demokrasi berdasar
musyawarah pasti melibatkan dialog yang bersifat saling
memberi dan menerima antarkelompok-kelompok kepentingan
dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan
tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan tanggung bersama-

sama.'*

Pendidikan Politik.

Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi proses
“pendidikan  politik.” Maksudnya, peran serta warga
masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh
informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat,

yang, jika tidak, hanya diketahui oleh pejabat terpilih atau para

“Ibid,. 16

44



b)

profesional pemerintahan di kantor walikota. Penduduk yang
terdidik dan memiliki informasi akan membuat demokrasi —
yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat — semakin
mungkin dan efektif. Peran serta masyarakat berarti
mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan
anggota masyarakat.

Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial.

John Stuart Mill dan para pendukung paham demokrasi
partisipatoris di tingkat lokal berpendapat bahwa membuka
keran bagi kebijakan dan kecerdasan masyarakat akan
mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta
mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.  Artinya,
demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik
antarwarga, membangun masyarakat yang mandiri dan

memiliki semangat sosial.

Karakteristik Utama Sistem Pemerintahan Lokal yang

Baik

Diperlukan tiga unsur untuk mewujudkan pemerintahan
lokal yang baik: sebuah sistem pemerintahan lokal harus
memiliki  kapasitas untuk  memberikan  keterbukaan,

mengadakan musyawarah, dan mengambil tindakan yang
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terpadu. Ketiga unsur itu bukanlah nilai yang paling relevan,
namun pantas mendapat prioritas tertinggi; ketiganya
merupakan faktor penentu agar pemerintah lokal memperoleh

legitimasinya.™

Keterbukaan Di dalam sistem kemasyarakatan yang
demokratis, partisipasi seluruh warga bukanlah prasyarat
utama; yang lebih penting ialah adanya keterbukaan pada
semua pihak.Banyak orang lebih suka menghabiskan waktu
mereka untuk hal-hal yang tidak bersifat politis.Tidak sedikit
dari mereka mengalami hambatan sosial dan ekonomi yang
membuat mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan
aktivitas politik. Dalam kondisi seperti ini, kemudahan untuk
berpartisipasi di arena lokal akan memberi nilai istimewa bagi

demokrasi lokal.

Nilai terpenting bagi sebuah pemerintahan lokal adalah
sistemnya yang terbuka, tidak banyak rintangan bagi mereka
yang ingin mengekspresikan ketidaksetujuan, dan bisa
mememperkecil kendala bagi pihak-pihak yang kurang
terorganisasi dan minim sumber daya.Masyarakat mutlak
memiliki hak untuk berperan serta.Demokrasi menuntut

adanya sistem yang dapat menjadikan hak itu sebagai sebuah

“Ibid,. 36

46



opsi praktis. Masyarakat boleh saja, dengan alasan yang
rasional, memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali, berkat
adanya keyakinan bahwa kepentingan mereka terlindungi dan

tidak terancam.

Nilai dari  keterbukaan tidak menuntut atau
mengasumsikan partisipasi langsung yang terus-menerus dan
dalam skala besar.Keterbukaan tergantung tersedianya praktik-
praktik demokratis serta adanya opsi untuk berpartisipasi
sejauh diperlukan. Opsi-opsi itu harus tersedia tanpa banyak
membebani waktu warga masyarakat, dan harus dijalankan
dengan cara yang semaksimal mungkin  menjamin
keterwakilan dari mereka yang terlibat atau berkepentingan.
Sekarang sudah banyak cara yang memungkinkan masyarakat
berperan serta dalam politik lokal tanpa terikat oleh batas-batas

tradisi dan prinsip demokrasi representatif yang formal.®

Partai dan lembaga politik formal memang memiliki
peranan, namun semua itu tidak dapat diandalkan atau diberi
hak eksklusif sebagai motor penggerak massa dan pelaksana
peran serta mereka. Eksistensi  kelompok-kelompok
masyarakat, organisasi masyarakat madani, forum konsumen,

atau kesempatan untuk berpartisipasi langsung melalui forum-

**Ibid,. 37
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forum permusyawarahan warga, pertemuan inisiatif warga,
referendum, dan pertukaran pendapat melalui teknologi
informasi dan komunikasi, semuanya itu ikut menentukan

keterbukaan sebuah sistem pemerintahan lokal.

Musyawarah

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk
berperan serta di dalam kehidupan publik lokal.Kebanyakan
intervensi atau campur tangan mereka yang bersifat khusus
hanya menyangkut pemakaian pelayanan tertentu.lntervensi
mereka diharapkan bisa terlaksana dalam jangka waktu yang
singkat, hemat biaya bagi yang bersangkutan, dan dapat segera
direspons oleh penyedia jasa yang terkait. Dengan kata lain,
keterlibatan warga itu cenderung secara langsung menyentuh
materi yang berkaitan dengan kepentingan setiap individu.

Namun, hasil dari peran serta atau intervensi itu belum
tentu memuaskan semua orang — keterbatasan sumber daya
dan garis kebijakan pemerintah bisa menjadi faktor penghalang
— namun proses yang dijalankan haruslah transparan dan tidak
terlalu menyita waktu dan sumber daya. Tapi, untuk dapat
menyaksikan pemerintahan lokal sebagai ajang aktivitas politik
memang memerlukan intervensi warga dan debat publik yang

cukup ajek atau berkesinambungan. Pemerintahan lokal yang
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bagus harus diwarnai oleh musyawarah dengan warga, di
samping keterbukaan yang mereka gulirkan.

Menurut pendapat para kritisi soal kemasyarakatan,
liberalisme sarat dengan masalah, sebab hanya menciptakan
demokrasi tipis yang didasari oleh tawar-menawar kepentingan
pribadi.Menurut visi para pengamat kemasyarakatan, yang
lebih diutamakan semestinya adalah “politik demi kebaikan
semua pihak,” di mana semua pithak mencari pemecahan untuk
permasalahan umum yang sama-sama mereka hadapi.Untuk
menarik suatu keputusan, perlu berbagi pengalaman dan
musyawarah kolektif atas dasar semangat untuk saling
memberi dan menerima.*’

Lembaga-lembaga politik harus dirancang sedemikian
rupa sehingga memungkinkan semua warga saling
berhubungan sebagai peserta dialog.Institusi-institusi politik
lokal yang mempunyai kemampuan mengakses para warga
masyarakat secara prinsipil mampu melaksanakan tugas di
atas.Para pemuka masyarakat perlu memiliki komitmen
terhadap politik musyawarah untuk mengontrol kecenderungan
terjerumusnya mereka ke dalam pembentukan rezim jahat

berisi aktor dari pemerintah dan kalangan sipil yang hanya

Ibid,. 38
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memikirkan agenda pribadi masing-masing tanpa mau
mendengar suara masyarakat luas.

Semangat bermusyawarah membutuhkan kesediaan
untuk melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat ke atas
meja perundingan.Pertemuan-pertemuan publik, forum bagi
kaum remaja dan manula, dan majelis-majelis desa dapat
dijadikan instrumen yang tepat untuk tujuan di atas. Instrumen-
instrumen itu memiliki kelemahan dalam hal sebaran dan
Kisaran respons yang akan diperoleh dari warga masyarakat.
Referendum pilihan ganda jika disertai oleh acara debat publik
yang terorganisasi rapi bisa dijadikan alternatifnya.

Opsi alternatif lain yang bisa dicoba adalah dengan
mengadopsi sistem juri untuk membahas isu-isu politik. Di
beberapa  negara  telah  dilakukan macam-macam
percobaan.Pada salah satu percobaan, sampel warga
masyarakat dikumpulkan dan dibebaskan dari kegiatan rutin
mereka sehari-hari.Mereka diminta memberikan rekomendasi
bagi berbagai isu.Kepada mereka disediakan fasilitas berupa
konsultasi  dengan  pakar, data, dan  dukungan
administrasi.Daya tarik utama dari dua opsi terakhir ini
membuat warga masyarakat yang sesungguhnya bukan aktivis

politik menjadi tertarik untuk bermusyawarah.

50



B. Penelitian Terdahulu

Karya skripsi Yurika Maharani mahasiswa Universitas Udayana
yang berjudul: Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.'® Dalam karyanya
ini memaparkan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomer 6
tahun 2014. Yakni rancangan peraturan Desa wajib dikonsultasikan
kepada masyarakat Desa, dan peneliti tidak menemukan hal tersebut pada

tempat yang di teliti.

Karya skripsi yang disusun oleh lis Qomariah mahasiswa UIN
Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: Masa Jabatan Kepala Desa
Balungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul di Tinjau dari

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Karya skripsi berikutnya yang disusun oleh Dipo Lukmanul Akbar
yang berjudul Peran pemerintahan desa dalam penyusunan APBDES
prespektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi di Desa

Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal), dalam karya yang

®Yurika Maharani, “Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-undang
nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa” (Skripsi diterbitkan, Hukum Pemerintahan Fakultas
Hukum Universitas Udayana, 2015), 1

“Iis Qomariah, “Masa Jabatan Kepala Desa Balungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten
Bantul di Tinjau dari UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa” ( Skripsi diterbitkan,
Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2014), 1.
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ditulis oleh Lukman Akbar, menggunakan prespektif Undang-Undang

Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai penyusunan APBDes.?

Namun, penelitian ini berbeda dari persoalan yang diangkat oleh
peneliti-peneliti lainnya, karena penelitian ini lebih konsen pada Model
Pengambilan Keputusan Desa yang merujuk pada Undang-Undang
Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan dalam karya ini memaparkan
fungsi pemerintah Desa dan lembaga Desa lain dalam mewujudkan
Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desa
tertinggal, yang ditempati masyarakat. Penelitian ini berjudul: Model
Pengambilan Keputusan Tingkat Desa (Studi Desa pada Desa Bator

Kecamatan Kelampis Kabupaten Bangkalan).

*Dipo Lukmanul Akbar, “Peran pemerintahan desa dalam penyusunan APBDES
prespektif UU No. 6 tahun 2014 tentang desa (studi di desa kedungkelor kecamatan
warureja kabupaten tegal)” (Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, 2015), 1.
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